BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELAT?’;
NOMOR : 130/ 70 IKpts[BPT-PSI 20

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang :

Mengingat

P

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik di
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019, perlu diberikan bantuan
keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten Pesisir Selatan ;

bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Partai Politik, diberikan secara proporsional

dengan penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan
diberikan setiap tahun ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir
Selatan tentang Penetapan Jumlah Bantuan Keuangan Partai
Politik Di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1643) ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 47
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 422'31'; ’

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

. Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 200
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Ke
Negara Republik Indonesia Tahun 2
Lembaran Negara Republik Indonesia

4 tentang Pemeriksaan,
uangan Negara (Lembaran
004 Nomor 66, Tambahan
Nomor 4400) ;
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5. Undang-.Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerjntah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Repyplix Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor g Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801,
sebagaimana telgh diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Partaj Politik (Lembaran Negara Republik Indonesja
Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5189) ;

7. Undang-Undang Nomor § Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316) ;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

. 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879) ;

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578) ;

. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4738) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 617 7 ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1}
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14. Peraturan Menteri Dalam Neger NOMOT 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan angan Daerah, gebagaimana tel
beberapa kali diubah teIf-:}lihir peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang PEFiP2han Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO™OT 36 Tahun 2018 tentang
Tata Cara Penghituar:zan, ’ Penganggaran Dalam Apg'garan'
Pendapatan dan Belanja Daeral, dan Tertib Adm}mstram
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan —FPertanggungawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Part&! Politik ;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisif Selatan Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018

tentang Anggaran Pendapatan den Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 36 Tahun 2017 tentang

Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Partai Politik Kabupaten Pesisir Selatan ;

20. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jumlah Bantuan Keuangan Partai Politik Di Kabupaten

Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
e Bupati ini.

KEDUA Tata Cara Penghitungan Bantuan Keuangan Partai Politik Kabupaten

Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

a. Penghitungan besaran nilai bantuan per suara untuk periode pemilu
2014-2019 bagi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
kabupaten/kota adalah jumlah bantuan APBD kabupaten/kota tahun
anggaran 2013 dibagi dengan jumlah Perolchan suara yang
mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota periode 2009, yaitu :

Rp. 650.515.529,- : 159.167 Suara = Rp. 4.087,-

b.Penghitungan jumlah bantuan untuk periode pemilu 2014-2019

adalah jumlah Perolehan suara hasil pemilu 2009 dikalikan dengan
nilai bantuan persuara, yaitu :

226.343 Suara X Rp. Rp. 4.087,- = Rp. 925.063.841,-

KETIGA : Tertib Ad{ninistrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai

Politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri

egeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi

Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
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Segala biaya yang timbul ayipat ditetepkannya Keputusan 'O
dibebankan pada Anggaran penfi:,atan dan Belanja Daerah Kﬁgﬁ:ﬁ
Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksarga{anselatan‘
pada Badan Pengelolaan Keuangan Daeral Kabupaten Pesisir

Keputusan ini mulai berlaku pada tangg®! ditetapkan.
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PRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR  : 130/ 70 /Kpta;/BP’l"PS/2
TANGGAL : 30 JANUARI 2019

019

TUAN KEUANGAN PA RN

G : PENE
TENTAY POLIT}‘I?R%\II ‘Ij{g{]}ﬁTEN PESISIR SELATAN T AHUN
ANGGARAN 2019
Total Jumlah
h Bantuan
NO Parti Politik nghﬂ J;?::uarﬂ Usc | gentuan (RP)
1] 2 ~ mg//”///———f—*’
1. | partai NasDem 26 4.087 108.930.811
’ .653 /
42.369.929
5. | Partai Kebangkitan Bangsa %l //:0:3_7'//
i ' | 4.087 67.570.371
3. | Partai Keadilan Sejahtera 16.533 .
52.240.034
4. |partai Demokrasi Indonesia | 12.782 4.087
Perjuangan
| -
— e | 4.087 118.081.604
5. | Partai Golongan Karya 28.892 :
N,
4.087 110.581.959
6. | Partai Gerakan Indonesia Raya 27.057 .
— a7 46.596
7. | Partai Demokrat 19.708 4.087 80.546.
— 2087 | 04.641
8. | Partai Amanat Nasional 24,743 4.087 101.124.
6l
0. |Partai Persatuan Pembangunan | 22.403 4.087 91.561.0
[
///// 58
10. | Partai Hati Nurani Rakyat 24.234 4,087 99.044.3
. /
/////
11. | Partai Bulan Bintang 12.971 4.087 53.012.477
- ‘////L_—‘/
JUMLAH 226.343 \ 925.063.841
?
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